
 

 

 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 16 TAHUN 2024 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 39  
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat akan pemenuhan hunian yang layak, aman, dan 
sehat, Pemerintah Daerah menyediakan dana stimulan 
rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni; 

 
b. bahwa guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam 

penyaluran bantuan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial 
rumah tidak layak huni di Daerah agar tepat sasaran perlu 
dilakukan penyesuaian dalam tata cara pemberian bantuan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan 
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di 
Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967);  

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 6856); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana 
Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 
2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 
dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 957); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 

2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan 

Tahun 2023 Nomor 3); 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
 
 

: 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 39 TAHUN 2021 
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 

 

 

 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 

 
 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi 
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 39), diubah sebagai berikut : 
 
1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru 

yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4A 
(1) Kriteria penerima RS-RTLH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dikecualikan bagi keluarga pra sejahtera 
yang belum memiliki tanah dan/atau rumah sendiri 
tetapi telah memiliki izin pinjam pakai paling singkat 
selama 5 Tahun dari pemilik lahan tanah dan/atau 
rumah yang ditempati. 
 

(2) Izin pinjam pakai tanah dan/atau rumah dari pemilik 
lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan surat pernyataan yang diketahui oleh kepala Desa 
setempat. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. 
 
 

Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 24 Januari 2024 

 
BUPATI BALANGAN, 
 
      ttd 
 
 
H. ABDUL HADI 

 
Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 24 Januari 2024 
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN, 
 
      ttd 
 
 
H. SUTIKNO 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 16 


